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BAB  II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1
Organisasi Publik

Organisasi publik sering dilihat pada bentuk organisasi pemerintah yang dikenal sebagai birokrasi pemerintah (organisasi pemerintahan). Menurut Prof. Dr. Taliziduhu Ndraha (2005:18) organisasi publik adalah :

“Organisasi yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan msyarakat akan jasa publik dan layanan civil. Organisasi publik adalah organisasi yang terbesar yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara dan mempunyai kewenangan yang absah (terlegitimasi) di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya, dan melayani keperluannya, sebaliknya berhak pula memungut pajak untuk pendanaan, serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan”.
Organisasi ini bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi sebagai pijakan dalam operasionalnya. Organisasi publik berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat tidak pada profit/ laba/ untung.

2.1.1 Ciri - Ciri Organisasi Sektor Publik 

Menurut Berelson dan Steiner (1964:55) sebuah organisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Formalitas, merupakan ciri organisasi sosial yang menunjuk kepada adanya perumusan tertulis daripada peratutan-peraturan, ketetapan-ketetapan, prosedur, kebijaksanaan, tujuan, strategi, dan seterusnya.
2. Hierarkhi, merupakan ciri organisasi yang menunjuk pada adanya suatu pola kekuasaan dan wewenang yang berbentuk piramida, artinya ada orang-orang tertentu yang memiliki kedudukan dan kekuasaan serta wewenang yang lebih tinggi daripada anggota biasa pada organisasi tersebut.
3. Besarnya dan Kompleksnya, dalam hal ini pada umumnya organisasi sosial memiliki banyak anggota sehingga hubungan sosial antar anggota adalah tidak langsung (impersonal), gejala ini biasanya dikenal dengan gejala “birokrasi”.
4. Lamanya (duration), menunjuk pada diri bahwa eksistensi suatu organisasi lebih lama daripada keanggotaan orang-orang dalam organisasi itu.
2.2
Pengertian Ilmu Administrasi
Istilah administrasi sering kita dengar terlebih dalam bidang yang berurusan dengan catat-mencatat, pembukuan, surat-menyurat, pembuatan agenda, dan sebagainya. Ilmu mengenai administrasi dalam instansi pemerintahan atau suatu perusahaan sangat diperlukan untuk menunjang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah atau perusahaan. Apabila dalam suatu instansi pengelolaan administrasinya baik maka instansi tersebut juga akan dapat berjalan dengan baik.

Administrasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Menurut Ismail Nawawi administrasi dalam arti sempit adalah “mencatat setiap komponen administrasi yang meliputi komponen manajemen, organisasi, maupun kegiatan operasional”. (Nawawi, 2009:33).
Berdasarkan pengertian di atas dapat diartikan bahwa administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan pengolahan data dan informasi yang meliputi kegaiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan secara tertulis yang diperlukan oleh suatu organisasi.

Pengertian administrasi dalam arti luas menurut Ismail Nawawi (2009:35), mengatakan bahwa: 
“Administrasi dalam arti luas adalah proses rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang secara dinamis dalam kerjasama dengan pola pembagian kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang rasional, secara efektif dan efisien”. 
Berdasarkan pengertian mengenai administrasi menurut para ahli, administrasi dapat dikatakan sebagai proses kerjasama yang melibatkan sedikitnya dua orang untuk mecapai saasaran atau tujuan yang sudah ditentukan sebelum mereka memulai kegiatan.

2.2.1
Administrasi Negara

Menurut Pffifner dan Presthus yang dikutip syafii (2003:31) memberikan penjelasan mengenai administrasi negara sebagai berikut:
1. Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.

2. Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.

3. Secara ringkas, administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap sejumah orang.

Menurut Dwight Waldo dikutip Syafii (2003:33) mengatakan bahwa  Administrasi Negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannua guna mencapai tujuan pemerintah.

Sependapat dengan pernyataan di atas yang dikemukakan oleh George J.Gordon yang dikutip Syafii (2003:33) bahwa Administrasi Negara adalah seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan.

Menurut Edward H. Lichfield dikutip Syafii (2003:33) bahwa Administrasi Negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.
2.3
Teori Kebijakan
Kebijakan adalah hal yang berbentuk peraturan perundang-undangan, keputusan atau apapun sebutannya yang tertulis, yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang dimana pemerintah disini adalah sebagai wakil rakyat untuk dapat dijadikan legalitas untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, ataupun tuntutan publik untuk kesejahteraan mereka.
Kebijakan adalah suatu program kegiatan yang dipilih oleh seorang atau sekelompok orang dalam arti pemerintah yang membuat kebijakan tersebut dan dapat dilaksanakan, serta tentunya berpengaruh terhadap sejumlah besar orang yaitu masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Charles O. Jones, mengutip Hugh Heclo (1984:57) bahwa kebijakan adalah :
“Policy is course of action intended to accomplish some end. A Policy may usefully be considered as a course of action or inaction rather than specific decisions or action, and such a course has to be perceived and indentified by the analys in question.”

Dijelaskan dari pengertian di atas bahwa kebijakan merupakan tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan. Sebuah kebijakan mungkin berguna yang dianggap sebagai tindakan atau tidak bertindak dari keputusan tertentu atau tindakan yang dibuat, dan tentunya akan dirasakan oleh masyarakat.

Namun peneliti merasa kurang puas terhadap pengertian kebijakan dari atas maka dari itu penelit mengemukakan kebijakan yang diambil dari  Carl Friedrich (1969) dalam Leo Agustino (2008:7) mengatakan bahwa:
“Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/ kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”. 

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentu tidak selalu berjalan mulus, pasti terdapat hambatan-hambatan didalamnya baik dari kebijakan itu sendiri maupun aparat yang melaksanakan kebijakan itu, serta adanya kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan dimana kebijakan tersebut dapat berjalan baik sesuai dengan apa yang hendak dicapai yang tentunya untuk kesejahteraan bersama khususnya untuk masyarakat.

Menurut Charles O. Jones ( 1977 ) dalam Tangkilisan (2003:3) kebijakan terdiri dari komponen-komponen :

1. Goals atau tujuan yang diinginkan.

2. Plans   atau   proposal,   yaitu   pengertian   yang   spesifik   untuk   mencapai tujuan.

3. Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan.

4. Decision   atau   keputusan,   yaitu   tindakan-tindakan   untuk   menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.

5. Effect, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder).

Kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya mengubahnya sedikit demi sedikit. Definisi ini dapat diklasifikasikan sebagai decision making, yaitu ketika pemerintah membuat suatu keputusan untuk suatu tindakan tertentu. Klasifikasi ini juga dapat didefinisikan sebagai intervensi negara dengan rakyatnya ketika terdapat efek dari akibat suatu program yang dibuat oleh pemerintah yang diterapkan dalam masyarakat.

2.4
Teori Formulasi Kebijakan
Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi.  Tjokroamidjojo dalam Islamy (1991:24) mengatakan bahwa :

Folicy formulation sama dengan pembentukan kebijakan merupakan serangkaian tindakan pemilihan berbagai alternatif yang dilakukan secara terus menerus dan tidak pernah selesai, dalam hal ini didalamnya termasuk pembuatan keputusan. 

Tahap-tahap tersebut mencerminkan aktivitas yang terus berlangsung yang terjadi sepanjang waktu. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya, dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda) atau tahap ditengah dalam aktivitas yang tidak linear.
Selain itu peneliti ingin memaparkan formulasi kebijakan sebagai suatu proses yang dikutip dari Winarno (1989:53), yaitu: 

“Dipandang dalam 2 (dua) macam kegiatan. Kegiatan pertama adalah memutuskan secara umum apa yang apa yang harus dilakukan atau dengan kata lain perumusan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang suatu alternatif kebijakan yang dipilih, suatu keputusan yang menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya. Sedangkan kegiatan selanjutnya diarahkan pada bagaimana  keputusan-keputusan kebijakan dibuat, dalam hal ini suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seseorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih”.

Setelah pengertian menurut para ahli di atas peneliti akan memaparkan komponen atau unsur dalam proses formulasi kebijakan dimana komponen atau unsur ini dijadikan alat ukur untuk formulasi, agar dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah dapat lebih berhati-hati dan lebih terperinci mendengar kebutuhan, keinginan dan tuntutan dari masyarakat untuk kedepannya yang lebih baik.

Menurut Wibawa (1994:13), komponen (unsur) yang terdapat dalam proses formulasi kebijakan adalah : 
a. Tindakan.
Tindakan kebijakan adalah tindakan disengaja yang selalu dilakukan secara terorganisasi dan berulang (ajeg) guna membentuk pola-pola tindakan tertentu, sehingga pada akhirnya akan menciptakan norma-norma bertindak bagi sistem kebijakan. Jika pada tahap awal tumbuhnya sistem kebijakan dan tujuan dari sistem itu ditetapkan terlebih dahulu untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan guna mencapai tujuan tersebut, maka pada giliran berikutnya, ketika sistem telah berjalan, norma yang terbentuk oleh pola tindakan tadi akan mengubah atau setidaknya mempengaruhi tujuan sistem. 
b. Aktor.
Orang atau pelaku yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan akan memberikan dukungan maupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Aktor yang paling dominan dalam tahap perumusan kebijakan dengan tuntutan yang bersifat intern, dalam artian mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk menentukan isi dan memberikan legitimasi terhadap rumusan kebijakan tersebut, disebut pembuat kebijakan (policy maker). Sementara itu, aktor yang mempunyai kualifikasi atau karakteristik lain dengan tuntutan ekstern, dikenal sebagai kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, pimpinan elit profesi dan lain-lain. Untuk dapat tetap bertahan bermain di dalam sistem tersebut, mereka harus memilik komitmen terhadap aturan main, yang pada mulanya dirumuskan secara bersama-sama oleh semua aktor. Pada tataran ini komitmen para aktor akan menjadikan menjadikan mereka mematuhi aturan atau norma bersama. Selain itu, kepatuhan terhadap norma ini bahkan menjadi keharusan, karena diasumsikan bahwa pencapaian tujuan sistem akan terwujud jika semua aktor mematuhi norma bersama.    
c. Orientasi nilai.
Proses formulasi kebijakan pada prinsipnya berhubungan dengan proses mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai yang beraneka ragam kemudian menentukan nilai-nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan akan mempunyai implikasi nilai, baik secara implisit maupun eksplisit. Oleh karena itu, aktor-aktor yang berperan dalam formulasi kebijakan tidak hanya berfungsi menciptakan adanya keseimbangan diantara kepentingan-kepentingan yang berbeda (muddling through or balancing interests), tetapi juga harus berfungsi sebagai penilai (valuer), yakni mampu menciptakan adanya nilai yang dapat disepakati bersama yang didasarkan pada penilaian-penilaian rasional (rational judgements) guna pencapaian hasil yang maksimal.   


Komponen (unsur) dari proses formulasi di atas dapat dilakukan dengan berbagai macam cara agar dapat terealisasikan dengan baik, mulai dari tinndakan apa yang akan dilakukan, siapa yang membuat kebijakan dan siapa yang akan melaksanakan kebijakan tersebut tentunya berdasarkan pada orientasi nilai yang tentunya sesuai dengan kepentingan dan keinginan masyarakat.

2.5 
Teori Implementasi Kebijakan
Kebijakan yang telah dibuat dengan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan tuntutan masyarakat harus dikerjan dalam arti lain adalah di implementasikan, dimana sebelumnya kebijakan tersebuh telah disahkan oleh yang memiliki otoritas.

Maka dari itu implementasi kebijakan seringkali dikaitkan dengan proses administrasi dimana ditemukan banyak proses dan aktivitas organisasional dalam proses dan pendekatan yang dilakukannya. Edward III (1980:1) menjelaskan implementasi kebijakan yaitu :
“ Policy implementation is the stage of policymaking between establishment of policy…and the consequences of the policy for the people whom it affects”
Dijelaskan dari pengertian di atas bahwa implementasi merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi dari kebijakan untuk orang-orang yang mempengaruhi, dalam arti perumus kebijakan. 

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang krusial, pengertian di atas belum cukup untuk menjelaskan sisi mana implementasi kebijakan itu merupakan suatu tahapan yang krusial, maka dari itu peneliti mengemukakan penegrtian lain. Kartiwa (2012: 119-120) yang menyatakan bahwa: 

“Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sering dianggap paling krusial dalam pelaksanaan kebijakan publik. Jika suatu policy sudah diputus, policy tersebut tidak berhasil dan terwujud kalau tidak dilaksanakan. Pejabat politik harus memikirkan bagaimana memilih dan membuat policy. Mengenai bagaimana policy itu dilaksanakan bukan lagi menjadi pemikirannya. Usaha untuk melaksanakan policy itu membutuhkan keahlian dan keterampilan menguasai persoalan yang dikerjakan. Itulah sebabnya kedudukan birokrasi dalam hal ini sangat strategis. Jadi keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri. Sementara itu pihak yang paling menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah aparatur birokrasi di samping sistem yang melingkupinya.”


Jelas diungkapkan di atas bahwasannya keberhasilan kebijakan yang dibuat didasarkan bukan hanya pada kebijakan yang dibuat itu sendiri, melainkan aparatur birokrasi yang menjalankannya, melaksanakannya, dan merealisasikan kebijakan apa yang sudah dibuat, dengan demikian kebijakan yang telah dibuat sebelumnya dapat terimplementasikan dengan baik dan memberikan pengaruh yang baik terhadap kelangsungan bangsa dan negara serta tujuan yang hendak dicapai dapat tercapai dengan baik.
Edward III (1980:10) mengatakan bahwa pelaksanaan implementasi dapat berhasil dengan baik harus didukung empat faktor, yaitu:
1. Komunikasi. Implemetasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas.  Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.  Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan.  
2. Sumber Daya. Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metoda.  Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien.  
3. Disposisi Pelaksana. Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat demokratis.  Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan.  Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien.
4. Struktur Birokrasi. Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya.  Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan.  Kebanyakan peta organisasi bersifat hirarki yang menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara diagonal langsung organisasi melalui lima hal harus tergambar, yaitu; (1) jenjang hirarki jabatan-jabatan manajerial yang jelas sehingga terlihat “Siapa yang bertanggungjawab kepada siapa?”; (2) pelembagaan berbagai jenis kegiatan oprasional sehingga nyata jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang melakukan apa?”; (3) Berbagai saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi sebagai jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang berhubungan dengan siapa dan untuk kepentingan apa?”; (4) jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik yang sifatnya institusional maupun individual; (5) hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lain.  
Komunikasi adalah komponen terpenting didalam implementasi kebijakan, oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu; (1) penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula (kejelasan); (2) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan, dan (3) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan.  Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.
Selain itu juga sumber daya sangat diperlukan, tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayan pada masyarakat. Disposisi pelaksana seperti halnya karakteristik yang dimiliki oleh para pemerintah haruslah yang memiliki komitmen, kejujuran, dan tentunya komunikatif dengan yang lainnya. 

Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang penting.  Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures/SOP).  Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.  Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks.  Hal demikian pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.
2.6 
Teori Evaluasi Kebijakan
2.6.1
Pengertian Evaluasi  Kebijakan
Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. 

Istilah evaluasi kebijakan mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi kebijakan mencakup kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali. Anderson (1975:45) mengatakan bahwa : “Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.”

Jika menurut Anderson evaluasi kebijakan menyangkut penilaian yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak, dimana ketiga hal tersebut memerlukan evaluasi dalam setiap prosesnya agar dalam akhir evaluasi setiap halnya tidak terlalu rumit, dalam arti hal yang harus diperbaiki tidak terlalu banyak dengan kata lain meminimalisir dampak buruk/ negatif yang akan terjadi setelelah implementasi berjalan. Dampak yang buruk/ negatif sudah pasti harus di evaluasi, namun dampak positif yang terjadi nantipun perlu di evaluasi, di evaluasi bukan untuk memberbaiki namun untuk meningkatkan apa yang sudah baik ke tingkat yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.


Peniliti mengemukakan teori untuk lebih jelas dan mudah dipahami oleh pembaca, maka peniliti mengambil pengertian dari Uzer (2003:120),  mengatakan bahwa: 
“Evaluasi kebijakan adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua hal atau lebih yang merupakan alternatif yang diinginkan, karena penentuan atau keputusan semacam ini tidak diambil secara acak, maka alternatif-alternatif itu harus diberi nilai relatif, karenanya pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan.”

Evaluasi kebijakan bukan merupakan akhir dari segala proses yang telah berlangsung, dari semua proses yang sudah dilakukan perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan yang telah didapat nantinya perlu ditinjau lagi dengan penuh kehati-hatian, tidak mengambil secara acak dan asal pilih dalam menentukan apa yang akan dilakukan setelahnya.
2.6.2 
Tujuan dan Fungsi Evaluasi Kebijakan
Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, demikian juga dengan evaluasi. 

 
Menurut Crawford (2000 ; 30), tujuan dan atau fungsi evaluasi kebijakan adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan. 

2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap  prilaku hasil. 

3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan. 

4. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan. 

Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahan-bahan pertimbangan untuk menentukan/membuat kebijakan tertentu, yang diawali dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis. 
 2.6.3 
Teknik Evaluasi Kebijakan
Untuk membuat sebuah keputusan yang merupakan tujuan akhir dari proses evaluasi diperlukan data yang akurat. Untuk memperoleh data yang akurat diperlukan teknik dan instrumen yang valid dan reliabel. Secara garis besar evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik tes dan teknik nontes (alternative test).  

Hisyam Zaini, dkk. dalam Qomari (2008:8),  mengelompokkan tes sebagai berikut: 

a. Menurut bentuknya; secara umum terdapat dua bentuk tes, yaitu tes objektif dan tes subjektif. Tes objektif adalah bentuk tes yang diskor secara objektif. Disebut objektif karena kebenaran jawaban tes tidak berdasarkan pada penilaian (judgement) dari korektor tes. Tes bentuk ini menyediakan beberapa option untuk dipilih peserta tes, yang setiap butir hanya memiliki satu jawaban benar. Tes subjektif adalah tes yang diskor dengan memasukkan penilaian (judgement) dari korektor tes. Jenis tes ini antara lain: tes esai, lisan. 

b. Menurut ragamnya; tes esai dapat diklasifikasi menjadi tes esai terbatas (restricted essay), dan tes esai bebas (extended essay). Butir tes objektif menurut ragamnya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: tes benar-salah (true-false), tes menjodohkan (matching), dan tes pilihan ganda (multiple choice). 

Teknik nontes dalam evaluasi banyak macamnya, beberapa di antaranya adalah: angket (questionaire), wawancara (interview), pengamatan (observation), skala bertingkat (rating scale), sosiometri, paper, portofolio, kehadiran (presence), penyajian (presentation), partisipasi (participation), riwayat hidup, dan sebagainya.  
Test dalam evaluasi kebijakan perlu dilakukan agar mengetahui apa yang dirasa cukup kurang dan mana yang sudah baik untuk lebih ditingkatkan lagi, yang nantinya dapat digunakan untuk pembuatan kebijakan dikemudian hari untuk hasil yang lebih maksimal sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya.
2.6.4 
Standar Evaluasi Kebijakan
 
Standar yang dipakai untuk mengevaluasi suatu kegiatan tertentu dapat dilihat dari tiga aspek utama Umar (2002 : 40), yaitu; 

a. Utility (manfaat) 

Hasil evaluasi hendaknya bermanfaat bagi manajemen untuk pengambilan keputusan atas program yang sedang berjalan. 

b. Accuracy (akurat) 

Informasi atas hasil evaluasi hendaklah memiliki tingkat ketepatan tinggi. 

c. Feasibility(layak) 

Hendaknya proses evaluasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara layak. 

Evaluasi kebijakan yang baik yaitu yang memenuhi standar yang telah ditetapkan diantaranya kebijakan yang mengandung manfaat, akurat dan layak untuk dilakukan dan diterapkan kepada masyarakat. Standar evaluasi kebijakan inilah yang menjadi acuan kebijakan layak atau tidak.

2.6.5 
Model Evaluasi Kebijakan
 
Ada beberapa model yang dapat dicapai dalam melakukan evaluasi Umar (2002 : 41-42), yaitu : 

a. Sistem Assessment 
Yaitu evaluasi yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi suatu sistem. Evaluasi dengan menggunakan model ini dapat menghasilkan informasi mengenai posisi terakhir dari sauatu elemen program yang tengah diselesaikan. 

b. Program Planning 

Yaitu evalusi yang membantu pemilihan aktivitas-aktivitas dalam program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhannya.  

c. Program Implementation 

Yaitu evaluasi yang menyiapkan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang telah direncanakan. 

d. Program Improvement 

Yaitu evaluasi orang memberikan informasi tentang bagaimana  program berfungsi, bagaimana program bekerja, bagaimana mengantisispasi masalahmasalah yang mungkin dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan. 

e. Program Certification 

Yaitu evaluasi yang memberikan informasi mengenai nilai atau manfaat program. 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat beberapa perbedaan antara model-model evaluasi, tetapi secara umum model-model tersebut memiliki persamaan yaitu mengumpulkan data atau informasi obyek yang dievaluasi sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan. 

2.6.6
Kriteria Evaluasi Kebijakan
Pelaksanaan evaluasi kebijakan digunakan kriteria-kriteria umum yang dimaksudkan untuk member arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang dirumuskan akan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam menentukan apakah suatu kebijkan berhasil atau gagal.

Dunn dalam Winarno (2002:184-190) menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut:

1. Efektifitas (Effectiveness)
Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.

2. Efisiensi (Efficiency)
Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

3. Kecukupan (Adequacy)
Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4. Pemerataan/ Kesamaan (Equity) 
Indikator ini erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistibusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar criteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat.

5. Responsivitas (Responsiveness)
Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok- kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – efektifitas, efisensi, kecukupan, kesamaan – masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan (Appropriateness)
Kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih criteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.
Kriteria-kriteria evaluasi kebijakan di atas sangat dan perlu dilakukan untuk tercapainya kebijakan yang lebih baik lagi kedepannya, evaluasi harus dilakukan baik atau buruknya hasil yang didapat, kebijakan tersebut perlu di evaluasi lagi, untuk memberbaiki apa yang harus diperbaiki dan membuat yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.
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Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja, tanpa dilakukan evaluasi. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik untuk dipertanggung jawabkan kepada publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  Evaluasi dibutuhkan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pula kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun menurut peneliti evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik. Pada dasamya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan-tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sabelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. 

Selain itu evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. 
Evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan atau dalam kata lain bermanfaat khususnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Selaim itu juga evaluasi ditujukan untuk pembuatan keputusan, untuk menganalisis problem sebagaimana yang didefinisikan oleh pembuat keputusan, bukan oleh periset, sebab si pembuat keputusanlah yang berkentingan terhadap hasil evaluasi. Evaluasi adalah riset yang dilakukan dalam setting kebijakan, bukan dalam setting akademik, karenanya pertanyaan-pertanyaan evaluasi diarahkan oleh  program. Peneliti tidak membangun asumsi dan hipotesisnya sendiri sebagaimana pada studi-studi lain.
Terakhir yang utama dan perlu digaris bawahi bahwa evaluasi memberikan penilaian atas pencapaian tujuan, bukan mengevaluasi tujuan, jadi tidak akhir kebijakan saja yang di evaluasi, proses ketika mencapai tujuan itupun perlu dilakukan evaluasi.
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